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ABSTRAK

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PADA KUA KECAMATAN
PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG

Oleh :
Diah Rahayu

Pelayanan publik dalam berbagai sektor menyangkut hak-hak dan kebutuhan
dasar masih belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, baik secara sistem
dan prosedur pelayanan yang masih kurang tranparan, kurang konsisten, serta masih
adanya uknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kantor urusan agama padang
cermin merupakan sebuah lembaga yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tugasnya
adalah melayani masyarakat yang berhubungan dengan urusan pernikahan, perceraian,
perwakafan, ibadah haji, dan lainya. Kantor urusan agama padang cermin itu sendiri
bertempat di kabupaten pesawaran yang melayani tiga kecamatan sekaligus. Kantor ini
melayani 3 kecamatan secara sekaligus. Hal inilah yang menarik peneliti untuk lebih
jauh mengetahui kondisi pelayanan terhadap masyarakatnya, sehingga terumuslah judul
tentang : “Manjemen Pelayanan Publik Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Padang Cermin Kabupaten Pesawaran”. Disini peneliti ingin mengetahui secara jelas
bagaimana pelayanan yang dilaksakan oleh kantor KUA Kecamatan Padang Cermin
Kabupaten Pesawaran untuk para Calon Pengantinsesuai dengan fungsi manajemen
bagi masyarakat daerah tersebut.

Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan sedangkan sifatnya bersifat
deskripstif, Yaitu menggambarkan situasi dan kejadian-kejadian yang ada. Untuk
mempermudah penelitian, peneliti menggunakan sampel objek penelitian yang
jumlahnya 8 orang yang dianggap mewakili populasi yang berjumlah 31 orang.
Sedangkan cara pengambilan sampel yakni dengan purposive sampling. Alat
pengumpul data ( APD ) adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Setelah semua data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode induktif, yaitu cara
pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kemudian pada hal yang bersifat
umum.

Dari hasil penelitian, implementasi Manajemen Pelayanan pada KUA Padang
cermin bagi calon pengantin yakni dengan menggunakan fungsi manajemen mulai dari
planning, organizing, actuating dan controlling, cara memberikan kursus pengantin bagi
para calon pengantin baik itu materi pra nikah maupun pasca nikah. Kemudian metode
yang digunakan yakni sosialisasi dan pelatihan.

Kata Kunci : Manajemen Pelayanan Publik
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Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebaikan dan tagwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan

pelanggaran. Dan bertagwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat

berat siksanya”.(Q.S Al-Maidah : 2).!

! Departemen Agama RI. Alqur”an dan Terjemahan (CV Penerbit Diponegoro : Jawa Barat, 2007,
cet ke 10)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis lebih jauh membahas mengenai judul skripsi
mengenai “MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN
PESAWARAN LAMPUNG” akan lebih baik terlebih dahulu kita membahas
secara detail mengenai judul tersebut.

Menurut moenir sebagai mana yang dikutip pada buku Agung
kurniawan mendefinisikan pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang
berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan
orang dalam masyarakat." Menurut Moenir pelayanan publik merupakan
kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan landasan faktor
material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi
kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. 2

Jadi pelayanan publik adalah pelayanan (melayani) yang dilaksakan

oleh penyelenggara pelayanan publik (pemerintah) atau lembaga sebagai

Him.1-2

! Agung Kurniawan, Tranformasi Manajemen Publik, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005),

2http://im‘ormasiuntukumum.blogspot.co.id/2016/05/macam-macam-metode-pelayanan-

bagi.html 28/9/17 07.01 wib


http://informasiuntukumum.blogspot.co.id/2016/05/macam-macam-metode-pelayanan-bagi.html%2028/9/17
http://informasiuntukumum.blogspot.co.id/2016/05/macam-macam-metode-pelayanan-bagi.html%2028/9/17

upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau
masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok
dan tata cara yang telah ditetapkan. Sedangkan manajemen pelayanan publik
yang penulis maksud pada judul penelitian ini yaitu bagai manajemen
pelayanan yang telah dilakukan oleh KUA Padang Cermin Kabupaten
Pesawaran dalam memberikan pelayanan pada calon pengantin sesuai dengan
fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling.
Tidak beda halnya dengan manajemen pelayanan pada perspektif
Islam, memberikan pelayanan terbaik kepada umat manusia adalah pekerjaan
yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang mau
melakukannya. Sebagai mana yang telah di tuliskan adalam Al-Qur’an Allah

berfirman dalam Qur’an Surah Al-Maidah ayat 2
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Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebaikan dan tagwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan



pelanggaran. Dan bertagwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat
berat siksanya.(Q.S Al-maidah : 2).°

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kepada kita untuk saling
menolong dalam koridor “mengerjakan kebaikan dan taqwa” dan Allah
melarang sebaliknya. Jika kita mendengar ketentuan Allah maka hukuman
akan diberikan dan “sesungguhnya Allah amat berat siksanya”. Jadi interaksi
itu boleh dilakukan kapanpun dengan siapapun selama tidak melanggar
batasan diatas.

Dalam suatu hadits Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar
berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, bahkan bliau
menjadikan “ bermanfaat bagi sesama” sebagai parameter baik tidaknya
kualitas iman seseorang. Hal ini bliau sampaikan dalam sebuah hadits yang
diriwayatkan Sahabat Jabir bin Abdullah.

O Yy il g Gl el - by e i) loa il Jguay JB 2 0 s
»OLll agadil Gl yid g calny Wy ¢ aly Y

“Diriwayatkan dari Jabir berkata,”Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wassalam bersabda,’Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan
bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah

orang yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. Thabrani dan Daruquthni)*

¥ Departemen Agama RI. Alqur’an dan Terjemahan (CV Penerbit Diponegoro : Jawa
Barat, 2007, cet ke 10)

* Kanzul Amal fi Sunani Aqwal, Juz 1 (Muktabah Syamilah Digital Library) Hadist
No0.772, Hal. 142



Dari ayat dan hadits diatas bahwa tolong menolong merupakan
anjuaran dari agama Islam karena merupakan amal kebaikan, dengan tolong
menolong inilah terjadi interaksi antar sesama manusia dan bisa Kkita sebut
dengan pelayanan. Jadi dalam Islam bahwa pelayanan yang baik sangat
dianjurkan. Berkaitan dengan judul penelitian ini sangat berhubungan karena
memiliki nilai ibadah yang relefansi antara tolong menolong menjadi sebuah
pelayanan.

Dapat disimpulkan disini bahwa penulis ingin mengetahui secara jelas
bagaimana Manajemen Pelayanan Publik yang ada pada Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Yang lebih

berfokus pada pelayanan Suscatin.

B. Alasan Memilih Judul
Dalam segala hal yang kita lakukan tentu tidak terlepas dari sebab ataupun
akibat. Begitupun dengan karya ilmiyah yang ditulis kali ini, penulis dalam
memilih judul skripsi ini memiliki beberapa alasan:
1. Manajemen pelayanan merupakan titik tolak dari suatu organisasi

begitupun pada kantor urusan agama ini, agar sebuah organisasi atau



lembaga itu bisa mencapai hasil yang diharapkan atau tidak dalam
melayani masyarakat, maka hal itu tergantung pada aspek pelayanan.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin merupakan sebuah
lembaga yang melayani tiga Kecamatan diperuntukkan bagi
masyarakat dan melayani masyarakat khususnya dalam bidang
keagaman.
3. Tersedianya referensi yang mendukung, tempat serta biaya dan waktu

yang relatif terjangkau.

C. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya mewujudkan Good Governance adalah memberikan
pelayanan publik yang berkualitas, terukur serta senantiasa memperhatikan
tuntutan dan dinamika masyarakat yang berada dalam euphoria reformasi,
demokratis, desentralisasi, otonomi daerah dan penegakan HAM termasuk
antisipasi terhadap kemaujuan IPTEK. Pelayanan publik oleh aparatur dalam
berbagai sektor terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan
kebutuhan dasar masih dirasakan belum sesuai dengan tuntutan dan harapan
masyarakat, baik yang menyangkut sistem dan prosedur pelayanan yang masih
berbeda-beda tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif dan kurang
konsisten sehingga tidak menjamin kepastian serta masih adanya pungutan liar.

Tuntutan masyarakat akan perbaikan pelayanan publik belum diimbangi dengan



sistem kapasitas aparat dalam melayani publik, hal ini sangat terkait dengan
Kinerja aparatur pemerintahan yang masih rendah terutama di daerah.

Salah satu upaya mengetahui Kinerja aparatur yaitu dengan mengetahui
tingkat kepuasan masyarakat terhadap apa yang diberikan, yang dapat dilakukan
dengan menyusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai
kualitas pelayanan. Dalam UU NO 25 tahun 2009 bab IV pasal 15 ayat e dengan
tegas dinyatakan bahwa penyelenggara negara berkewajiban memberikan
pelayanan yang berkualitas sesuai dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan
melaksanakan standar pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, termasuk
memberikan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan yang
diselenggarakan pada ruang publik dan dapat diakses oleh masyarakat.

Pada sisi lain, masyarakat dapat mengadukan pelaksana
penyelenggaraan negara dan pemerintah yang melakukan penyimpangan standar
pelayanan. Standar pelayanan yang dimaksud adalah tolak ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian
kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat
dalam rangka menciptakan pelayanan yang berkualitas,cepat, mudah, terjangkau
dan terukur.

Kondisi membuat penyelenggaran pelayanan publik berkewajiban
menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan

kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.



Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan penyelenggara wajib
mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dengan penerapan asas tidak
diskriminatif, memiliki kompetensi dan memperhatikan keragaman.

Untuk menciptakan pelayanan publik yang terbuka dan baik maka
pelaksana pelayanan publik memang harus berperilaku adil dan tidak
diskriminatif dengan ditopang sikap yang santun, ramah, profesional dan
kompetensi pada bidang tugasnya dengan mengaplikasikan prinsip yang tidak
mempersulit masyarakat dan selalu berpegang pada nilai-nilai akuntabilitas dan
berintegritas sebagai penyelenggara institusi. Bagaimanapun juga pelayanan
publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berfungsi sebagai instrumen
untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan standar dan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas barang dan jasa
serta pelayanan administratif yang disediakan penyelengara pelayanan publik
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. Oleh karena itu para
penyelenggara pelayanan publik yang disebut penyelengara berkewajiban
memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan
pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan
publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan publik yang berkualitas
sebagaimana yang diamanatkan UU.

Kantor Urusan Agama Padang Cermin merupakan sebuah lembaga yang

diperuntukkan bagi masyarakat yang tugas nya adalah melayani masyarakat baik



itu mengenai urusan pernikahan, perceraian dan lainnya sifatnya berhubungan
dengan pelayanan masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Cermin itu
sendiri merupakan Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten pesawaran
yang melayani 3 Kecamatan sekaligus. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti
bagai mana Kantor Urusan Agama tersebut melayani kebutuhan masyarakatnya

secara baik dan efektif.

. Rumusan Masalah
Bagaimana Implementasi Manajemen Pelayanan Publik Kantor Urusan

Agama di Kecamatan. Padang Cermin Kab. Pesawaran pada Calon Pengantin?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penenelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen publik
dalam meningkatkan pelayanan pada Kantor Urusan Agama khususnya calon
pengantin, dan bagai mana pengaruhnya bagi masyarakat disekitar nya yaitu di
Kecamatan Padang Cermin, Way Ratai, dan Teluk Pandan .
Adapun kegunaan penelitian adalah :
1. Untuk mengetahui manajemen pelayanan pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Padang Cermin Pesawaran.



2. Secara teoritis agar dapat dijadikan bahan rujukan khasanah keilmuwan bagi
Kantor Urusan Agama dalam upaya meningkatkan pelayanan pada
masyarakat

3. Sebagai bahan stimulan yang secara praktis digunakan khususnya Kantor

Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin dan umumnya bagi kita semua.

F. Metode penelitian

Penelitan adalah suatu proses, yaitu suatu langkah-langkah yang dilakukan
secara terencana dan sistematis guna mendapat pemecahan masalah atau
mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.” Metode
penelitian pada dasar nya merupakan cara ilmiyah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu dan data yang diperoleh melalui penelitian
itu adalah data empiris (teramati) yang mempunya kriteria tertentu yaitu valid.®

Artinya disini bahwa data yang diteliti adalah mengenai keadaan seluruh
kegiatan pelayanan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang
Cermin Kabupaten Peasawaran yang mempunyai keteria tertentu yang telah

ditentukan oleh peneliti.

> Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta;Ekonomi,2005).HIm.9
® Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Alfabeta : Bandung,
2012, Cet.17), HIm. 2
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A. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis penelitian
Dilihat dari jenis lokasi penelitian yaitu penelitian lapangan (field
research) adalah mengadakan penelitian atau pengamatan tentang sesuatu
fenomena dalam suatu keadaan alamiyah. Penelitian lapangan biasanya
membuat catatan-catatan lapangan secara extensive yang kemudian
dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.
Dimana yang menjadi objek adalah mengenai manajemen pelayanan
publik pada masyarakat di Kantor Uusan Agama Kecamatan Padang
Cermin Kabupaten Pesawaran.
b. Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatis deskriftif, menurut Sumadi,
penelitian desktiptif adalah menggambarkan mengenai situasi atau
kejadian-kejadian, sifat populasi atau daerah tertentu dengan mencari
informasi  faktual, justifikasi keadaan, membuat evaluasi sehingga
diperoleh gambaran yang jelas.’
Di dalam penelitian ini penulis bermaksud menerangkan secara

jelas bagaimana manajemen pelayanan pubik yang di pakai oleh Kantor

’ Marjuki, Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis Dan Social,
Ekonisia,(Yogyakarta, Kampus Fakultas Ekonomi, Ul1,2005), Cet Ke I. HIm. 18
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Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

Lampung.

B. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian.® Populasi
merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.®

Populasi merupakan jumblah secara keseluruhan objek yang
akan di teliti. Populasi juga merupakan suatu kumpulan menyeluruh dari
suatu objek yang merupakan perhatian peneliti. Objek penelitian dapat
berupa mahkluk hidup, benda, system dan prosedur, fenomena dan lain-
lain.’® Disini yang menjadi populasi penelitian adalah semua anggota
kepengurusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin
Kabupaten pesawaran lampung yang berjumlah 31 orang pegawai, namun
disini penelititi hanya menjadikan 8 objek penelitian. yaitu pegawai yang
berkaitan dengan objek penelitian yang dimaksud yakni yang

berhubungan dengan masalah pernikahan.

HIm.173

8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010, Cet 14)

% Kuontur Roni, Metode Penelitian, (Jakarta : Buana Printing , 2009, Cet I1) HIm 80
19°Syharsimi Arikunto, Op.Cit, HIm 145
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b. Sampel
Sampel adalah sebagian dari perwakilan populasi yang akan
menjadi objek penelitian. Dapat dikatakan juga bahwa sampel merupakan
sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel merupakan bagian dari
orang populasi. Metode yang pakaai oleh peneliti sendiri dalam
pengambilan sampel yakni dengan tekhnik judgement sampling atau
purposive sampling yaitu penarikan sampel secara purposive merupakan
cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan criteria
spesifik yang ditetapkan peneliti.*!
Adapun Kriteria atau ciri-ciri yang penulis tentukan adalah :
1) Orang yang paling mengetahui kondisi Kantor Urusan Agama
padang cermin
2) Pegawai yang berhubungan dengan masalah perikahan.
3) Minimal telah bekerja aktif di Kantor Urusan Agama Padang
Cermin minimal 2 tahun
4) Masuk kedalam bagian dari struktur kepegawaian Kantor
Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran
Berdasarkan ciri-ciri tersebut yang menjadi sampel dalam penelitian
ini ada 8 orang, yang terdiri dari Kepala Kantor Urusan Agama, 6 orang

pegawai dan 1 orang Informan/ warga.

1 Ibid, HIm 146
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G. Metode pengumpulan data
a. Metode Interview
Menurut Esterberg wawancara adalah merupakan pertemuan
kedua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui Tanya jawab,
sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.*?
Metode interwiew atau dikenal dengan istilah wawancara yaitu
metode pengumpulan data dengan bertanya secara langsung kepada
sumber utama data. Dimana pewawancara dapat bertanya secara langsung
kepada informan yang memiliki data untuk memperoleh data yang
diperlukan. adapun wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara
terstruktur. Dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang
telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan
datanya, pedoman wawancara yang digunakan berupa garis besar
permasalahan yang akan ditanyakan kepada sampel penelitian yang ada di

Kantor Urusan Agama Padang Cermin.

b. Observasi
Metode observasi merupakan metode pengamatan secara langsung
untuk memperoleh data-data yang diperlukan di lapangan. Secara luas

observasi atau pengamatan berarti kegiatan untuk melakukan pengukuran.

12 Kuantor Ronny, Op.Cit, HIm 231
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Akan tetapi observasi atau pengamatan disini siartikan lebih sempit, yaitu
pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti.'®
Namun disini peneliti menggunakan pengamatan secara tidak langsung

artinya peneliti hanya mengamati data yang ada.

Dokumentasi

Menurut Suharsimi  Arikunto, metode dokumentasi adalah
mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip,
buku, surat kabar, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.*

Dalam pengambilan data tersebut peneliti tidak mengambil secara
keseluruhan, akan tetapi data yang diambil hanya data yang pokok yang
dianggap perlu dan penting dalam analisa. Adapun wawancara yang
penulis gunakan adalah interview bebas terpimpin, dimana sebelum
penulis mengadakan interview, penulis telah menyiapkan pertanyaan-
pertanyaan yang akan diajukan kepada sampel penelitian yang ada di

Kantor Urusan Agama Padang Cermin.

13 Soehartono Irawan, Metodologi Penelitian Sosial, (Bandung : Rosdakarya, 2008, Cet

7), HIm 69

% Kartono Kartini, Pengantar Riset Social, (Bandung : CV, Mandar Maju, 1996),

Him.131
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H. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun catatan lapangan
dan bahan-bahan lain, sehingga dapat difahami dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain.*®

Analisis data merupakan proses pemilihan data-data yang telah
diperoleh dari berbagai metode yang telah digunakan dalam pengambilan
data. Data yang telah didapat kemudian diidentifikasi secara keseluruhan dan
kemudian diklarifikasi menurut jenis masing-masing.

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus pada
setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh.
Aktifitas dalam analisis, yaitu data reduction, data display, dan conclution
drawing/verification.'®

Analisa data pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan
penelitian sampai akhir penelitian. Dalam model ini kegiatan analisa dibagi
menjadi 4 tahap, yaitu pengumpulan data, redusi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan.

1> Suharsimi Arikunto, Op.Cit, HIm. 244
' Ibid, HIm. 246
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a. Tahap pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data dilapangan

yang akan dugunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.’

. Deruksi data yaitu merangkum

Memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam

bentuk table, grafik yang kemudian diberikan penjelasan yang bersifat

naratif.

. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara, dan
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang
mendukung. Akan tetapi bila kesimpulan tersebut telah didukung oleh
bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka berarti kesimpulan tersebut

telah kredibel.'®

" Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Him. 129

18 op.Cit HIm. 252
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Setelah data diolah dan diklarifikasi maka tahap berikutnya data
tersebut akan disimpulkan dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dari
rangkaian yang bersifat khusus yang diambil dari individu kemudian ditarik pada

yang bersifat umum.*

I. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis dari berbagai
sumber kepustakaan, penulis telah menemukan skripsi yang menjadi tinjauan
pustaka sebagai perbandingan sekaligus untuk menghindari plagiatisme dalam
penyusunan skripsi ini, didalam penulisan karya ilmiyah ini penulis menemukan
spripsi yang memiliki objek penelian yang sama. adapun tinjauan pustaka pada
skripsi ini adalah :

Skripsi berjudul “Manajemen pelayanan Baitul Tamwil Muhammadiyah
(BMT) dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah” oleh Siti Mutaharoh, jurusan
Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Intan
Lampung 2016, Penelitian ini bertujuan mengetahui manajemen pelayanan BMT
dalam meningkatkan kepuasan nasabah,

Skripsi yang berjudul “Optimalisasi Layanan Pernikahan DiKecamatan

Kasui Kabupaten Way Kanan” oleh Budi Utomo NPM 1141030039 jurusan

19'Sutrisno, Metodologi Research, (Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Ugm :
Yogyakarta:, 1973, HIm.75
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Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Institut Agama
Islam Islam Negri Lampung Tahun 2016, penelitian ini untuk mengetahui bentuk
layanan pernikahan KUA di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dan untuk
mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan layanan pernikahan oleh

KUA di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.

Skripsi yang berjudul “Perencanaan Tugas Dalam Pelaksanaan Kursus
Calon Pengantin (SUSCATIN) Kantor Urusan Agama (KUA) Sukarame Bandar
Lampung” oleh Karlina Fransiska jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah
Dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Islam Negri Lampung Tahun 2016,
penelitian ini berfokus pada Perencanaan Tugas pada Suscatin di KUA Sukarame
Bandar Lampung.

Berdasarkan pengamatan dari skrispi sebelumnya, perbedaan yang ada
dalam skripsi ini bisa diliat antar penulis dengan skripsi yang menjadi
perbandingan adalah fokus penelitian , jika penulis meneliti lebih fokus pada
Manajemen pelayanan publik yang ada pada KUA Kecamatan Padang Cermin
pada pelayanan Suscatin, sedangkan penelitian yang di tulis oleh saudara Budi
berfokus pada Optimalisasi Pelayanan Pernikahan dan karya ilmiyah yang di tulis
oleh Siti Mutoharoh lebih terfokus pada manajemen pelayanan Baitut Tamwil,

sedangkan penelitian dilakukan pada subjek yang berbeda dan objek yang sama.
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Berdasarkan pengamatan skripsi sebelumnya, tampak bahwa peneliti
yang akan penulis lakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang
Cermin belum pernah ada penelitian tentang Manajemen Pelayanan Publik.
Peerbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah
penelitian ini lebih terfokus kepada Manajemen Asas-asas Pelayanan yang

dilakukan oleh Kantor Urusan Agama kepada masyarakat pada Suscatin.



BAB Il

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

A. Manajemen Pelayanan Publik
1. Pengertian dan Fungsi-Fungsi Manajemen

Sebelum kita memahami mengenai manajemen pelayanan publik
ada baiknya terlebih dahulu membahas mengenai pengertian manajemen.
Ada banyak definisi mengenai manajemen pelayanan. Tetapi bagi kita
secara mendasar manajemen berarti mengatur. Ini merupakan definisi
yang luas dan termasuk di dalamnya fungsi-fingsi manajemen yang
diperlukan untuk mengatur sebuah lembaga atau organisasi.

Sebagian besar persepektif memandang manajemen adalah
tidakan mengatur dan mengelolah sebuah lembaha ataupun organisasi
untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen itu sendiri memiliki arti
ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan
pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan
penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yeng telah
di tetapkan sebelumnya.

Menurut Drs.H.Malayu S.P. Hasibuan manajemen adalah : “ilmu

dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan
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sumber-sumber lainya secara efektif dan efesien untuk mencapai
tujuan tertentu”.}

Sedangkan menurut G.R Terry “manajemen adalah suatu proses
yang khas vyang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk
mentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Andrew F. Sikula manajemen pada umumnya dikaitkan dengan
aktifitas-aktifitas ~ perencanaan,  pengorganisasian,  pengendalian,
penempatan, pengarahan, pemotivasian, konumikasi, dan pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk
mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan
sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efesien.

Artinya bahwa manajemen merupakan aktifitas yang dilakukan
ataupun dilaksanankan dalam sebuah organisasi yang dilakukan secara
bersama dan terstruktur dalam rangka untuk mencapai tujuan sebuah
organisasi atau lembaga tersebut.

Manajemen menurut Parker (Stoner & Freeman, 2008) adalah

seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang ( the art of getting

things done though people) sapre (2002) menyatakan bahwa manajemen

*Malayu.S.P Hasibuan,Manajemen Dasar,Pengertian, Dan Masalah. (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2001), HIm.2
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adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan langsung untuk menggunakan
sumber daya organisasi secara efektif dan efesien dalam rangka mencapai
tujuan organisasi.?

Luther Gulick Pengertian manajemen adalah suatu bidang ilmu
pengetahuan yang berupaya secara sistematis bertujuan untuk memahami
bagaimana serta mengapa manusia bekerja sama dalam menghasilkan
sesuatu yang bermanfaat.

Harold koontz dan Cyril O’Donnel berpendapat manajemen
adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain ..
dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktifitas
orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan,
pengarahan dan pengendalian.’

Jadi artinya bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam sebuah organisasi yang

secara terstruktur telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan bersama.

a. Planning ( Fungsi Perencanaan)
Planning adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang

diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara

2 Husaini Usman,Manjemen, (Jakarta: Pt Bumi Aksara,2012), HIm.6
® Malayu S.P.Hasibuan,Manajemen Dasar,Pengertian,Dan Masalah, (Jakarta: PT Bumi
Aksara,2011), HIm 3
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untuk mencapai tujuan tersebut, manajer dalam fungsi manajemen
perencanaan tersebut harus mengkaji dan mengevaluasi berbagai rencana
aternatif sebelum menutuskan karena ini adalah langkah awal yang bisa
berpengaruh secara total dalam perusahaan kedepannya. Fungsi
manajemen yang lain tidak akan bias berjalan dengan baik tanpa adanya
perencanaan yang matang.”

Menurut Drs. H.Malayu S.P.Hasibuan rencana adalah sejumlah
keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksaan untuk
mencapai tujuan yang diinginkan itu. Jadi setiap rencana mengandung dua
unsure yaitu tujuan dan pedoman.®

Apapun macam dan bentuknya segala sesuatu yang dinyatakan itu
bila menggambarkan keinginan yang hendak dicapai maka dapat diartikan

sebagai rencana.

b. Organizing ( fungsi pengorganisasian)
Organizing ( fungsi pengorganisasian) adalah pengaturan sumber
daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan
rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang

diinginkan. Fungsi pengorganisasian mengelompokkan semua orang, alat,

* Op. Cit, HIm.74
> Op.Cit, HIm 93
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tugas, dan wewenang yang dijadikan satu kesatuan yang kemudian
digerakkan melaksanakan dalam menjelaskan apa yang sudah
direncanakan sebelumnya.

Pengorganisasian bisa memudahkan manajer untuk mengawasi dan
menetukan orang-orang yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas yang

telah dibagi-bagi.

Tugas apa yang harus dilakukan ?

Siapa personil yang akan melakukannya ?

Bagaimana tugasnya dikelompokkan ?

Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap tugas tersebut ?
Henry fayol mengidentfikasikan 16 macam prinsip yang berkaitan
dengan fungsi pengorganisasian. Prinsip prinsip tersebut yang membantu
dalam hal pengidentifikasian-pembagian dan pengelompokan kerja adalah
sebagai berikut;: ®

1. Laksanakan persiapan dan pelaksanaan rencana operasi dengan cermat

2. Organisasilah fakta-fakta manusia dan bahan-bahan demikian rupa,
hingga mereka konsisten dengan sasaran-sasaran, sumber-sumber daya
dan tuntutan-tuntutan perusahaan.

3. Tetapakanlah sebuah otoritas tunggal, yang kompeten, enerjetik dan

yang mampu membina.

Laksanakan koordinasi semua kegiatan dan upaya

5. Rumuskan keputusan-keputusan yang jelas, yang bersifat khas dan
tepat

&

® J.Winardi, Manajemen Perilaku Organisasi, Jakarta : Kencana Predana Media Group,
2004. HIm 60
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6. Laksanakan seleksi secara efisien, demikian rupa, hingga setiap
departemen dipimpin oleh seorang manajer yang kompeten dan enerjik
dan para karyawan ditempatkan pada jabatan dimana mereka dapat
berperan semaksimal mungkin.

7. Rumuskan tugas-tugas

8. Rangsanglah inisiatif dan tanggung jawab

9. Tetapkan imbalan layak dan cocok untuk jasa-jasa para karyawan

10. Manfaatkan sanksi-sanksi apabila terjadi kesalahan-kesalahan atau
kekeliruan-kekeliruan

11. Pertahankan disiplin

12. Upayakan agar supaya kepentingan individual konsisten dengan
kepentingan umum organisasi yang bersangkutan

13. Laksanakan prinsip kesatuan perintah

14. Upayakan adanya koordinasi bahan-bahan dan manusia

15. Tetapkan dan laksnakan berbagai macam kontrol

16. Hindari regulasi (berlebihan), red tape (prosedur berbelit-belit yang
tidak efisien), dan pekerjaan administrative yang bertele-tele.

Prinsip prinsip ini hingga hari ini masih tetap memiliki relevansi
bagi organisasi-organisasi nmodern.Proses organizing dapat pula proses
persiapan kedua setelah perencanaan, yang tujuanya mempersiapkan
kematangan, pengelompokan, atau pembagian tugas yang akan

dilaksanakan agar tertata dan terstruktur dengan baik dalam

pelaksanaanya.

c. Actuating

Actuating adalah peran manajer untuk mengarahkan pekerja yang
sesuai dengan tujuan organisasi. Actuating adalah implementasi rencana,
berbeda dari planning dan organizing. Actuating membuat urutan rencana

menjadi tindakan dalam dunia organisasi. Sehingga tanpa tindakan nyata,
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rencana akan menjadi imajinasi atau impian yang tidak pernah menjadi
kenyataan.’

Acktuating juga bisa kita artikan sebagai aplikasi dari perencanaan
atau planning yang telah kita susun sebelumnya. Bisa kita katakan juga bahwa
acktuating merupakan rangkaian inti dari sebuah manajemen. Actuating
merupakan proses inti dari sebuah manajemen dalam sebuah organisasi.
Actuating merupakan pelaksanaan dari rangkaian sebuah manajemen dalam
organisasi.

Actuating atau poenggerakan merupakan tugas dari manajer untuk
menggerakan seluruh sumber daya organisasi sesuai dengan fungsinya.
Kesalahan dalam mengelola sumberdaya organisasi akan menimbulkan
kesalahan yang fatal yang diaalami organisasi. Manusia merupakan salah satu
sumber daya yang mempunyai peranna penting dalam organisasi yang perlu
digerakan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan tepat.

Demikian juga sumberdaya organisasi lainnya harus dikelola dengan
baik agar dapat saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi secara
keseluruhan.. dalam menggerakan sumber daya manusia dalam sebuah
organisasi dapat dilakukan melalui aktifitas motifasi, kepemimpinanan, dan

komunikasi.

"Op Cid, HIm 6
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d. Controlling

Menurut G.R Terry pengendalian atau controlling dapaat di
definisikan sebagai proses penentuan, apa nyang harus dicapai yaitu
standar, apa yang sedang dilakukan vyaitu pelaksanaan, menilai
pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga
pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. 8

Controlling, memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Hal
ini membandingkan antara kinerja actual dengan sentandar yang telah
ditentukan. Jika terjadi perbedaan yang signifikan antara kinerja actual dan
yang diharabkan, manajer harus mengambil tindakan yang sifatnya
mengoreksi.

Controlling merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen.
Fungsi ini sangat penting dan angat menentukan pelaksanaan proses
manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Controlling juga dapat difahami sebagai bentuk pengawasan suatu
Kinerja para pegawai dalam sebuah lingkup organisasi. Dalam pengawasan
kita dapat melihat berjalan atau tidaknya proses manajemen ini sesuai
dengan apa yng telah diharapkan dalam sebuah organisasi. Controlling

merupakan rangkain proses manajemen yng terakhir. Disinilah kita dapat

& Loc. Cit, HIm 242.
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melihat berhasil atau tidaknya rangakaian sebuah proses manajemen yang

telah disusun oleh anggota sebuah lembaga atau organisasi.

B. PENGERTIAN PELAYANAN

Menurut Kitler dalam Sampara Lukman, pelayanan adalah setiap
kegiatan yang mengumumkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk
secara fisik. Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau
urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan
orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelayanan.’
Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara,
atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang)
dengan makanan atau minuman, menyediakan keperluan orang, mengiyakan,
menerima, menggunakan.

Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau
kegiatan yang bersifat jasa. Peranannya akan lebih besar bersifat menetukan
manakala kegiatan-kegiatan jasa dimasyarakat itu terdapat kompetisi dalam
usaha merebut pasar dan langganan.

H.N Casson mendefinisikan pelayanan sebagai tindakan yang

dinyatakan atau dikerjakan untuk menyenangkan, mencari petunjuk atau

% Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, (Jakarta: Bumi
Aksara,2006),HIm.6.
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memberikan keuntungan kepada pembeli dengan tujuan good will atau nama
baik serta meningkatkan penjualan dan pendapatan.®

Menurut Gronron, pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian
aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi
sebagai akibat adanya interkasi antara konsumen dengan karyawan atau hal-
hal lain yang disediakan perusahaan member pelayanan yang dimaksud
memecahkan permasalahan kunsumen.

Teori ini menjelaskan bahwa pelayanan merupakan suatu produk yang
tidak dapat diraba akan tetapi dapat dirasa sehingga menghadirkan memori
pengalaman, dan kenangan pada konsumen. Terselenggaranya pelayanan guna
memenuhi kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi melalui cara-cara
yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani. Jadi pelayanan pada
hakikatnya adalah proses pemenuhan kebutuhan yang bersifat kasat mata yang
dimana dibantu oleh pihak lain yang menyedikan jasa tersebut sebagai patner
dalam memenuhi kebutuhan pribadi atau kelompok dengan cara masing-
masing pihak mendapatkan keuntungan.

Pelayanan adalah suatu proses, oleh karena itu objek petama
manajemen pelayanan ialah proses itu sendiri menurut berbagai definisi
tersebut dapat disimpulakan bahawa manajemen pelayanan adalah manajemen

proses, yaitu sisi manajemen yang mengatur dan mengendalikan proses

9 poltak Simanduntak Dkk, Manajemen Pelayanan Prima ( Jakarta, Pt Bumi Aksara,
2006) HIm 4
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pelayanan, agar mekanisme kegiatan pelayanan dapat berjalan tertip, tepat
mengenai sasaran dan memuaskan pihak yang diayani.

Sementara itu, istilah publik berasal dari dari bahasa inggris publik
yang berarti umum, masyarakat, Negara,. Kata publik sebenarnya sudah
diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berate umum,
orang banyak, ramai. Pelayanan publik diartikan, pemberian pelayanan
(melayani)keperluan orang atau masyarakatyang mempunyai kepentingan atau
organisasi sesuai dengan aturan pokok tatacara yang yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, dapat dikatan pelayanan publik pemenuhan keinginan dan
kebutuhan masyarakat oleh penyelanggara.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Demikian juga dengan kantor urusan agama Kecamatan padang
cermin Kabupaten pesawaran yang menetapkan standar kualitas pelayan
kepada masyrakat sekitar dan juga memaksimalkan pelayanan agar
tercapainya visi dan misi yang sebagai mana ditetapkan oleh kantor ataupun

lembaga.

. PENGERTIAN MANAJEMEN PELAYANAN
Manajemen pelayanan merupakan proses ilmu dan seni untuk

menyusun rencana, mengimplementasikan aktifitas-aktifitas pelayanan demi
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tercapainya tujuan pelayanan. Aktifitas manajemen yang dimaksud dalam
uraian ini iyalah aktivitas yang dilakukan oleh manajemen dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Uraian dari segi aktifitas ini diambil
karena disini letak dinamikanya manajemen, terutama jika dihubungkan
dengan kegiatan pelayanan yang menjadi pokok bahasan.

Layanan seharusnya aktif dan dinamis, karena dalam layanan pada
dasarnya manusialah yang menjadi sasaran baik secara perorangan, maupun
berkelompok dalam bentuk badan/organisasi. Dengan menyadari aktifitas
yang harus ditangani oleh manajemen, maka dapat diharapkan ada dinamika
dalam proses manajemen.*!

Pengertian manajemen pelayanan publik adalah suatu proses
penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan dan
menyelesaikan aktifitas-aktifitas pelayanan demi demi tercapainya tujuan-
tujuan pelayanan.

Manajemen pelayanan publik atau pelayanan umum di Indonesia diatur
dalam beberapa peraturan sebagai berikut: Keputusan mentri pendaya gunaan
aparatur Negara no 90/MENPAN/1989 tentang delapan program strategi

pemicu pendayagunaan etministrasi Negara.

' Moenir, Op.Cit, HIm. 163
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D. ASAS PELAYANAN PUBLIK

Untuk mendapatkan memberikan pelayanan yang

memuaskanbagi pengguna jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi

asas-asas pelayanan ssebagai berikut:

a.

Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak
yang membutuhkan dan disediakan secara memadai erta mudah
dimengerti.
Akuntabilitas

Dapat dipertangguang jawabkan sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-uadangan.
Kondisional

Sesua dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan
efektifitas
Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
publik dengan memperhatiakan aspires, kebutuhan dan harapan
masyarakat.
Kesamaan hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras,

agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
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f. Keseimbangan hak dan kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak
dan kebajiban masing-masing pihak.*?
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa
dalam memberikan pelayanan harus memperhatikan asas-asas
pelayanan. Agar semua pelayanan yang diberikan memberikan

manfaat dan sesuai dengan prosedur.

E. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi
penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan
atau penerima pelayanan.
Menurut keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2004, standar
pelayanan kurang-kurangnya meliputi:
1. Prosedur pelayanan
Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan termasuk pengaduan.

2. Waktu penyelesaian

12 Ratminto, Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
2015) Him 19



Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk
pangaduan.

3. Biaya pelayanan
Biaya/tarif pelayanan termasuk riciannya yang ditetapkan dalam
proses pemeberian dalam proses pemberian pelayanan.

4. Produk pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yag
telah ditetapkan.

5. Sarana dan prasarana
Penyediaan psarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
penyelenggara pelayanan publik.

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompentensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan
tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan

prilaku yang butuhkan.*®

F. PRINSIP PELAYANAN PUBLIK

Didalam keputusan MENPAN nomor 63 tahun 2003 disebutkan
bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prisip
sebagai berikut:

1. Kesederhanaan

B 1bid HIm 23
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Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami
dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal :

» Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik.

» Unit kerja/pejabat yang berwewenang dan bertanggung
jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/ personal/ sengketa dalam pelaksaan pelayanan
publik

» Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran.

3. Kepastian waktu

Pelaksaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu
yang telah ditentukan.

4. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum.

6. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang
ditunjuk bertanggung jabab atas penyelenggaraan pelayanan dan
penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksaan pelayanan
publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan pra sarana kerja, peralatan kerja dan
pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana
teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi
telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, kesopanan dan kelemahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disipilin, sopan dan santun,
ramah, serta memberikan pelayanan dengan iklas.

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertip, teratur, disediakan ruang
tunggu, yang nyaman bersih rapi, lingkungan yang indah dan sehat
serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti
pakir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.**

% 1bid HIm 21
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G. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan
menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan, biaya, pelayanan bagi
penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita, pelayanan khusus,
biro jasa pelananan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan
penyelenggara, penyelesaian pengaduan sengketa, serta evaluasi kinerja
penyelenggaraan pelayanan publik.®

Artnya bahwa penyelenggaraan pelayanan publik  perlu
memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip penyesuaian. Yaitu
melihat situasi dan kondisi bagi para konsumen atau masyarakat yang
merupakan objek dari pelayanan lembaga atau organisasi tersebut.

Penyelenggaraan pelayanan publik ini dinilai dari kepuasan
masyarakat bukan hanya dinilai dari kepuasan penyelenggara atau anggota

lembaga atau organisasi tersebut.

. Kantor Urusan Agama
1. Pengertian Kantor Urusan Agama
Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian

tugas kantor kementrian agama Indonesia di Kabupaten dibidang urusan

> 0Op Cit HIm 63
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agama Islam dalam wilayah kecamatan. Luang lingkup kantor urusan
agama Kecamatan adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam
bidang pembangunan keagamaan (Islam) dalam wilayah kecamatan.
Tugas pokok urusan agama adalah pelayanan, perwakawan, zakat,
ibadah sosial, munakahat, penyuluhan dan lain-lain, membina baadan atau
lembaha semi resmi seperti NUI badan amil zakat, LPTI, dan tugas lintas

sektoral diwilayah kecamatan.

2. Peran, Fungsi dan Tugas
Kantor Urusan Agama berdasarkan Keputusan Mentri Agama
Republik Indonesia No 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja
Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan kantor departemen
Kabupaten / kota pada pasal 11-14 tentang tugas bidang agama Islam
dilingkungan kantor urusan agama memiliki otoritatif dalam memberikan
pelayanan dan bimbingan urusan agama Islam.
Adapun peran, fingsi, tugas dan garapan kantor urusan agama
dalam urusan agama islam adalah sebagai berikut:
a. Memberi pelayanan dan bimbingan dibidang kepenghuluan
dalam hal pelayanan nikah dan rujuk bagi umat yang beragama
Islam
b. Memberi pelayanan dan bimbingan dibidang pengembangan

keluarga sakinah.
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c. Memberi pelayanan dibidang perwakafan.

d. Memberi pelayanan dibidang zakat dan ibadah sosial.

e. Memberi pelayanan dibidang perhajian.

f. Memberi pelayanana dibidang penentuan arah kiblat dan
penetapan awal bulan hijriah.

g. Memberi pelayanan dibidang kemasjidan dan kehidupan
beragama.

h. Memberi pelayanan, bimbingan, serta perlindungan konsumen
dibidang produk halal dan kemitraan umat Islam.

i. Memberi pelayanan, bimbingan, dan prakarsa dibidang
ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan, dan pemecahan masalah
umat.

Berdasarkan uraian diatas maka kantor urusan agama memeiliki
peran strategis dalam melaksanakan hukum Islam diindonesia. Meskipun
dalam kenyataan fungsi, tugas dan peran Kantor Urusan agama tersebut
masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Fakta dilapangan ternyata peran Kantor Urusan Agama dalam
pelaksaan hukum Islam masih cenderung mengurusi masalah pencatatan
perkawinan semata dan belum menyentuh aspek-aspek lainnya seperti
pencatatan rujuk, pengelolaan zakat, penyelenggaraan bimbingan haji,

atministrasi tanah wakaf, dan penanganan masalah waris.
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Sehingga keberadaan peran kantor urusan agama masih perlu
dibenahi dan perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dibidang urusan hukum Islam. Langkah-langkah yang dapat
dilakukan untuk meniingkatkan peran tersebut sesuai tugas dan fungsinya
adalah memberikan kesdaran kepada masyarakat memali penyuluhan dan
penyampaian iformasi kepda masyarakat tentang tugas, fungsi dan bidang

garapan kantor urusan agama tidak hanya sebatas pencacatan nikah.

3. Tujuan Kantor Urusan Agama

Sebuah organisasi merupakan kumpulan orang yang memiliki
tujuan bersma yng telah ditentukan secara bersama dan terstruktur. Artinya
bahwa sebuah organisasi ataupun lemabag yang didirikan memiliki tujuan
tertentu. Baik itu bagi kepentingan anggotanya maupun dalam rangka
memenuhi tujuan masyarakat.

Adapun tutjuan organisasi masing-masing  berbeda-beda
tergantung apa organisasi tersebut, apakah dibidang jasa, sosial dan lain
sebagainya. Berikut diantara tujuan organisasi atau lembaga Kantor
Urusan Agama :

a. Mewujudkan sistem atministrasi, dokumentasi dan pelayanan
publik yang lain.
b. Menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat

dalam pencatatan nikah dan rujuk.
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c. Mewujutkan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera, serta
terwujudnya kemandirian keluarga.

d. Mewujudkan pembinaan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf,
baitul mal dan ibadah sosial yang professional dan produktif untuk
meningkatkan kesejahteraan umat.

e. Meningkatkaan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan
halal dan kehidupan umat beragama.

f. Peningkatkan pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas
sehingga terwujud jamaah haji yang mandiri.

Pada intinya bahwa dalam sebuah organisasi memiliki tujuan
yang berbeda tergantung pada apa konsep yang dilayani apakah itu
dibidang jasa, sosial dan lainya. Namun intinya adalah

mensejahterakan anggota dan juga yang dilayaninya.

. Suscatin

Suscatin merupakan singakatan dari kursus calon pengantin atau yang
sering kita sebuat sebagai konseling pra nikah. Sedangkan pengertian
dari konseling pra nikah adalah elatihan berasis pengetahuan dan
keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang
dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan

pasangan yang akan menikah.
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Konseling pranikah juga dikenal dengan nama program persiapan

pernikahan, pendidikan preanikah, konseling edukatif pranikah dan

terapi pranikah. Adapaun tujuan dari konseling pranikah yakni sebagai

berikut :

a. Membantu pasangan calon pengantin untuk mengerti makna dari
pernikahan

b. B. membantu pasangan calon pengantin membangun pondasi kuat
dan menyelaraskan tujuuan dalam membentuk rumah tangganya

c. Membantu pasangan calon pengantin untuk mengerti peran serta
fungsi masing-maing antara suami dan istri

d. Mebantu calon pengantin untuk mempersiapkan dirinya menjelang
pernikahan meliputi fisik, psikologis dan spiritual.

5. Asas-asas konseling pra nikah

a. Asas kebahagiaan dunia ahirat
Perkawinan bukan saja merupakan sebuah sistem hidup yang atur
oleh Negara tetapi uga merupakan sistem kehidupan yang syarat
dengan tunttutan agama. Kerananya setiap kali muncul
peermasalahan dalam perkawinan segala upaya dalam pemecahan
masalah selalu diupayakan terselesaikannya masalah sekarang ini
dan mendapatkan kebaikan pula dari sisi tuntunan agama.

b. Asas sakinah mawahdah warohmah
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Keluarha bahagia dan keekal merupakan tujuan dari sebuah
perkawinan. Untuk mencapai itu semua landasan cinta dan kasih
sayang dari orang-orang yang mebentuk didalamnya menjadi
sangat penting. Karenanya proses bimbingan konseling pra nikah
juga harus tetap berpegang teguh pada asas ini.

c. Asas komukasi dan musyawarah
Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan
keluarga. Masalah yang muncul sering kali karena komunikasi
yang terjalin antara anggota keluarga tidak harmonis. Karenanya
dalam melakukan komunikasi dalam musyawarah antar kedua
belah pihak harus dilakukan sehingga masalah dapat diatasi.

d. Asas sabar dan tawakal
Segala permasalahan dalam rumah tangga pada dasarnya dicari
penyelesaiannya dengan baik. Kuncinya adalah usah dari suami
istri untuk terus mencari jalan keluar dana berpasrah diri kepada
Allah. Konselor dapat membantu pasangan untuk tetap tegar dan
berusaha mencari solusi terbaik dari setiap masalah yang ada.

6. Materi dalam suscatin

a. Perkawinan menuju rumah tangga bahagia

1. Pengertian dan dasar perkawinan
Perkawinan (az-zawj) adalah salah satu bentuk has

percampuran antar golongan. Arti az-zawj adalah sesuatu yang



berpasangan dengan lainnya yang sejenis, kedua nya disebut
sepangsang (az-zawjan)®®. Definisi perkawinan dalam islam
iyalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki
dengan perempuaan untuk menghalalkan hubungan biologis
antar kedua elah pihak dengan suka rela erdasarkan syariat
islam.

Sedangkan menurut undang-undang perkawinan no.1 tahun
1974 pasal 1 yang dimaksud dengan perkawinan iyalah ikatan
lahirbatin antaara eorang pria dengan seorang wanita sebagaai
suami istri dengan tujuan membentuk keuarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.'’

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud
perkawianan iyalah suatu akad atau perjanjian suci yang
mengikat antara laaki-laki dan permpuan secara lahir dan batin
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan syariad islam.

2. Tujuan dan hikmah perkawinan

16 Mahmud Al Shabbagh, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 1994) him.1

" Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan
Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam, ( Jakarta : sinar grafika,1995) him 43



Didalam undang-undang perkawinan telah dijelaskan bahwa

tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (tumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Dalam membentuk keluarga tersebut maka ada beberapa

kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi melalui perkawinan

yaitu ;8

a. Sebagai pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya
seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran (kebutuhan
psikologis)

b. Sebagai pemenuhan kebutuhan seksual (kebutuhan
biologis)

c. Sebagai wadah untuk melangsungkan atau melanjutkan
keturunan.

Dalam islam tujuan perkawinna yakni untuk memenuhi

tuntutan hajad tabiat kemanusiaan hubungan antar laki-laki dan

perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluara

yan tentram (sakinah), cinta kasih (mahwahdah), dan penuh

'8 Ibrahim Amini, Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri, ( Teheran : albayan,

1988 ), him 17
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rahmad aardapat meliharkan keturunan yang soleh dan solehah

dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahaia.*®

Hikmah perkawinan antara lain :

a.

b.

Melaksakan perkawinan bernilai ibadah
Dapat terpelihara dari perbuatan maksiat
Dapat diperoleh garis keterunan yang sah, jelas dan bersih,
demi kelangsunngan hidup dalam keluarga dan masyarakat.
Dapat terlaksannya pergaulan hidup antara sesorang atau
kelompok secara teratur, terhormat, halal dan memperluas

silahturahim.

b. Dasar pembentukan rumah tangga

Dasar pembentukan rumah tangga bahagia yang islami adalah

sebagi berikut :

1. Adanya kesamaan agama antara suami istri untuk mewujudkan

keharminisan dalam lingkungan keluarga

2. Adanya keseimbangan at keserasian suami istri dalam berbagai

aspek dari mulai keserasian dalam pandangan, pendapat dan

berfikir.

K ementrian Agama, Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, (Sidoarjo: Badan
Penasehatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, 2012) him

10.
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3. Adanya kemampuan suami istri antar lain faktor ekonomi dan

faktor biologis.

c. Criteria rumah tangga bahagia

Menurut faizah noeer laila membangun bahagia jelas adalah
impian semua orang namun jalan menuju bahagia tidaklah mudah,
ada banyak ujian dan cobaan yang harus dihadapi. Berikut ada
beberapa prinsip yang mencoba untuk diterapkan sebagai unpaya
meniciptakan keluarga bahagia antara lain : %

Menumbuhkan komitmen
Berikan apresiasi
Memelihara kebersamaan
Menjaga komunikasi
Agama atau falsafah hidup
Bermain dan humor
Berbagi tanggung jawab

8. Melayani orang lain

NoabkowhE

9. Sabar dan tahan dengan cobaan

7. Pelayanan Teknis Dan Administrasi Nikah Dan Rujuk®

46

No Jenis pelayanan

Satuan ukuran

Standar/target

1 Penyerahan
formulir NR

menit

10

2 Penyerahan
formulir
pendaftaran,
pernikahan
n7)

(

menit

5

3 Pengumpulan

menit

20 Faizah Noer Laila, “Konseling Perkawinan Sebagai Salah Satu Upaya Membentuk

Keluarga Bahagia”, Bimbingan Dan Konseling Islam, ( januari,2012) him 118

2! http://kua-uluere.blogspot.co.id/2016/04/standar-pelayanan-minimal.html. ( 22

November 2017) 21.00 wib



http://kua-uluere.blogspot.co.id/2016/04/standar-pelayanan-minimal.html.%20(22
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jadwal
pernikahan

Sceerening
calon pengantin

Menit/pasang

30/1

Pengawasan
dan pencatatan
akad nikah

Menit/pasang

30/2

Informasi waktu
pelaksanaan
nikah (n7)

Menit/pasang

5/1

Pelaksanaan
prosesi akad
nikah

jam

Penyerahan
kutipan akta
nikah pada
pengantin (NA)

Menit/pasang

5/1

Penyerahan
kutipan
pencatatan
rujuk model
(RA)

menit/pasang

15/1

10

Pemberian
rekomendasi
nikah

Menit/orang

15/1

11

Legalisir
kutipan akta
nikah (NA)

Menit pasang

15/1

12

Pemberian surat
keterangan
status belum
menikah

Menit/orang

15/1

13

Pemberian
duplikat kutipan
akta nikah (DN)

MENIT

30

8. Pelayana teknis dan administrasi kependudukan keluarga sakinah

Kemitraan dan produk halal

| No [ Jenis pelayanan | Satuan ukuran | Standar/target
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berian bimbingan
awinan kepada calon

jantin (sceerening)

ra individu

Menit/pasang

31

Pembinaan fikih
minakahat dan UUD
No. 1 perkawinan dan
pp No. 9 tahun 1975

Tahun/kali

1/2

Penyelenggaraan
suscatin (kursus calon
pengantin)

Bulan/kali

1/4

Pembinaa  keluarga
sakinah

Tahun/kali

1/1

Pemilihan  keluarga
sakinah

Hari/tahun

1/1

Pendataan pengamatan
keluarga sakinah

Tahun/kali

1/1

Konsultasi kritis
rumah tangga

Jam/orang

1/1

Konsultasi waris, wali,
dan hibah

Menit/orang

30/1

Penyerahan data umat
beragama ke kandepag

bulan

januari

10

Pembinaan produk
halal dan kemitraan

bulan

ramadhan

11

Pengukuran arah
Kiblat

hari

1




BAB |11

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR
URUSAN AGAMA PADANG CERMIN

KABUPATEN PESAWARAN

A. GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA PADANG
CERMIN
1. Profil KUA Padang Cermin

Jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945
bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak
berdirinya kesultanan mataram. Pada saat itu kesultanan mataram telah
mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang kusus dibidang
kepenghuluan.

Dalam masa pemerintahan colonial belanda lembaga
kepenghuluan sebagai lembaga suasta yang diatur dalam suatu ordonansi.
Untuk daerah vorten landen dan seberang diatur dengan ordonansi tersediri.
Lembaga tersebut dibawah pengawasan bupati dan penghasilan karyawannya
diperoleh dari hasil biaya nikah, talak, dan rujuk yang dihimpun dalam kas

masjid.
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Kemudian pada masa pemerintahan jepang, pada tahun 1943
pemerintah jepang diindonesia mendirikan kantor shumubu (KUA) dijakarta.
Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai kepala sumubu untuk wilayah jawa dan
Madura adalah KH HASYIM ASYARI pendiri pondok pesantren tebu ireng
jombang dan pendiri nahdatul ulama. Sedangkan untuk pelaksaan tugasnya
KH HASYIM ASYARI menyerahkan kepada putranya yaitu kyai WAHIT
HASY IM sampai ahir kependudukan jepang bulan agustus 1945.

Sesudah Indonesia merdeka, mentri agama HM RASIJIDI
mengeluarkan maklumat no 02, tanggal 23 april 1946 yang isi maklumat
tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam
kementrian agama. Departemen agama adalah departemen perjuangan
kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa.

Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang
baru saja diproklamirkan, maka lahirlah kementrian agama. Pembentukan
kementrian agama selain menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab
realisasi pembukaan undang-undang dasar 1945 dan pelaksaan pasal 29
undang-undang dasar 1945 tugas sebagai pengukuhan dan peningkatan satatus
sumubu (kantor ursan agama tingkat pusat) pada mas pemerintahan jepang.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia tepatnya pada
tanggal 19 januari 1946. Yang tertuang dalam penetapan pemerintah no

01/SD tahun 1946 tentang pembentukan kementrian agama, dengan tujuan



o1

pembangunan nasional yang merupakan pengamalan sila ketuhanan yang
maha esa.

Dengan demikian maka agama dapat menjadi landasan moral dan etika
bermasyarakat, berbangsa dan berbegara. Dengan pemahaman dan
pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung perwujudnya
masyarakat Indonesia yang relijius, mandiri, berkualitas, sehat jasmani rohani,
serta tercukupi kebutuhan material dan speritualnya.

Guna mewujudkan maksud tersebut maka didaerah dibentuk suatu
kantor agama. Contohnya utnuk dijawa timur sejak tahun 1948 hingga 1951,
dibentuk kantor agama provinsi, kantor agama daerah, dan kantor
kepenghuluan yang merupakan perpanjangan tangan dari kementrian agam
pusat.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya keputusan mentri
agama (KMA) no 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi kantor urusan
agama kecamatan, maka kantor urusan agama berkedudukan diwilayang
Kecamatan dan bertanggung jawab kepada kepala kantor departemen agama
kabupaten/kota yang dioordinasi oleh kepala seksi urusan agama islam/bimas
dan kelembagaan agama islam dan dipimpin oleh kepala yang tugas pokoknya
melaksanakan sebagian tugas kantor departemen agama kabupaten/kota
dibidang urusan islam dalam wilayah kecamatan.

Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi

pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum
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yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan ditingkat
Kecamatan.

Seiring dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya kualitas
pelayanan yang serba cepat dari instansi pemerintah, tidak terkecuali
didalamnya adalah pelayanan dalam personal keagamaan. Dalam konstek ini
kantor urusan agama (KUA) Kecamatan padang cermin harus merespon
tuntutan tersebut dan menempati posisi penting dalam konstek pelayanan
dalam persoalan keagamaan ditingkat kecamatan.

Kantor urusan agama unit kerja terdepan sekaligus sebagai ujung
tombak dari departemen agama yang secara langsung membina dan
memberikan pelayanan kepada masyarakat ditingkat kecamatan. Karena itu
aparat kantor urusan agama dituntut untuk memiliki kemampuan yang tinggi
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beban tugas tersebut bukan
saja merupakan tuntutan dari visi-misi kementrian agama namun juga wujud
dari komitmen pemerintah Kecamatan padang cermin.

Kantor urusan agama Kecamatan padang cermin terletak di desa
wayratai yang mulai berdiri dari tahun 1984 yang pertama kali dikepalai oleh
bapak Baheran Bakar sampai dengan tahun awal mulai berdiri kantor urusan
agama padang cermin terletak di desa Wates Way Ratai Kecamatan Padang
Cermin, kantor tersebut di bangun dengan ukuran 12m x 8m ; 92 m2 diatas

tananh seluas 1600 m2. Dan telah dilakukan rehap pada tahun 2009.
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Keadaan staf Kantor Urusan Agama padang cermin berjumlah 6 orang
terdiri dari dua orang penghulu, 1 orang staf, 1 orang penyuluh agama islam
dan 2 orang tenaga honorer. Dan keadaan infentaris KUA terdri dari
perkantoran, tanah bangunan, kndaraan roda dua, computer dan semua

perlengkapan penunjang lainnya.

Kemudian setelah adanya pemecahan antara Kabupaten lampung selatan
dengan pesawaran kantor urusan agama di pindah Jin Bukin Saroja Way Ratai
Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dari tahun 2009 sampai
dengan sekarang. yang sekarang dikepalai oleh bapak Hamdi Mazwin dari
tahun 2016. Luas wilayah Kecamatan padang cermin 39.758 km2 terdiri dari
31 desa dan sudah terpacah menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Way

Taray, Kecamatan Teluk Pandan Dan Kecamatan Padang Cermin.
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2. Visi Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin
Kabupaten Pesawaran
a.Visi
Mewujudkan masyarakat Kecamatan padang cermin yang taat
beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera.
b. Misi
1. Meningkatkan pelayanan administrasi NR dengan sistem aplikasi
IT yang handal dan optimal.
2. Melaksanakan bimbingan keluarga sakinah (suscatin/kursus
pengantin) secara berkesinambungan.
3. Meningkatkan kerukunan umat beragama dan ibadah social
masyarakat.
4. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam

pengetahuan, penghayatan dan pengamatan ajaran agama.”

4. Tujuan Kantor Urusan Agama Padang Cermin / Peran Dan Fungsi
Kantor Urusan Agama

Kantor urusan agama memiliki fungsi dan tujuan adapun fungsi dari
kantor urusan agama kususnya Kecamatan padang cermin iyalah sebagai
pelayanan publik dibidang keagamaaan, baik itu pernikahan, pelayanan

jamaah haji, serta bidang social seperti kemasjidan dan perwakafan.

! Dokumentasi. Dikutip dari Visi Misi/ Prog. Kerja KUA Padang Cermin
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adapun tujuan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin
ialah untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada
masyarakat sekitar dan sekaligus 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Way Ratai,
Teluk Pandan Dan Padang Cermin.

Sebab kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh
kantor agama padang cermin kepada masyarakat dapat meningkatakan
motivasi kerja dan peningkatan standar pelayanan dalam kantor urusan agama

padang cermin.

5. Program Kegiatan Kantor Urusan Agama Padang Cermin

Adapun kegiatan yang dilaksakan oleh Kantor Urusan Agama Padang

Cermin lyalah :

a. Pelayanan Pernikahan/ pencatatan nikah
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya pada pemerintah agama pencatatan angka
penikahan itu perlu untuk mengetahui jumlah angka peristiwa pernikahan
dalam setiap tahunnya.
Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertipan perkawinan
dalam masyarakat. Yang merupakan suatu upaya yang diatur melalui

perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan.
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Dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam
kehidupan rumah tangga.

Melalui pencacatan nikah yang dibuktikan dengan akte nikah, yang
masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi
perseliihan atau percecokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung
jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan
atau mendapatkan hak masing-masing.karena dengan akte nikah tersebut,
suami istri memiliki bukti itentik atas pernikahan yang telah mereka lakukan.?

Dan adapun persyaratan atau prosedur yang diajukan untuk
mendaftarkan sebagai calon pengantin adalah :*

Persyaratan daftar nikah

1. Foto copy KTP

2. Foto copy kartu keluarga (kk)

3. Foto copy akta kelahiran dan ijazah terahir
4. Pengantar dari lurah kepala desa

- Surat keterangan menikah (formulir model nl)

- Surat keterangan asal usul ( fprmulir model n2)

- Surat keterangan tentang orang tua (formulir model n4)

5. Surat ijin dari orang tua jika calon mempelai berusia kurang dari 21

tahun

2 Edi Muslimin, Peg. Kepenghuluan. Wawancara. 17/07/2017
* Dokumentasi, dikutip dari program kerja KUA Padang Cermin
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6. Surat persetujuan mempelai.

7. Surat pernyataan jejaka/gadis atau duda/janda bermatrai 6000

8. Pas foto background biru 4x6 = 1 lembar dan 2x3 2 lembar untuk
masing-masing mempelai

9. Surat dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang berusia
kurang dari 19 tahun, dan calon istri yang mencapai 16 tahun.

10. Akte cerai/ akta kematian bagi yang berstatus janda/duda.

11. Jika pernikahan keKecamatan lain harus ada surat rekomendasi dari
KUA kecamatan asal.

12. Biaya nikah di KUA Rp 0,- dan 600,- diluar KUA, disetorkan

langsung ke bank.

Syarat khusus dan tambahan

- Surat ganti nama utnuk mempelai yang pernah ganti nama

- Foto copy passport, visa dan keterangan dating dari polsek (bagi

WNA)

- Surat izin nikah kesatuan bagi TNI dan PORLI

- Surat izin poligami dari pengadilan agama untuk pernikahan poligami.

b. Suscatin/ kursus pengantin

Suscatin atau yang lebih sering dikenal dengan kursus pengantin

menurut bapak HAMDI MAZWIN selaku kepala Kantor Urusan Agama

menjelaskan  berdasarkan KMA No.477 Tahun 2004 pemerintah
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mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon
pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah
tangga melalui kursus pranikah atau kursus calon penganti (suscatin).

Oleh karena itu, kegiatan pembinaan pra nikah atau suscatin bagi
catin wajib untuk mengikuti kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh KUA
padang cermin. Karena setiap catin wajib untuk mengikuti kegiatan pranikah
atau suscatin.”

Kegiatan suscatin hanya dilakukan pada masa-masa tertentu, yaitu
musim ramai warga mendaftarkan akad nikah, karena suscatin memerlukan
persiapan kusus terkait dengan materi yang akan disampaikan dan
penyususnan jadwal, sedangkan pembinaan catin dapat dilakukan walaupun
hanya diikuti oleh satu pasangan catin yang memerlukan pembinaan.

Di KUA Padang Cermin ini Pembinaan atau kursus ini untuk
memberikan pemahaman atau pengetauan bagi pasangan calon pengantin agar
dapat mengetahui hal-hal yang menyangkut salah satunya membentuk
keluarga yang sakinah, mawahdah dan warahmah.®

Dalam hal ini calon pengantin diberikan materi tentang prosesi akad
nikah selain itu sicalon pengantin juga diberikan wawasan keilmuan mengenai
tugas antara hak dan kewajiban suami istri agar setelah menikah nanti bisa

mewujudkan keluarga sakinah, mawadhah dan warahmabh.

*Hamdi Mazwin, Kepala KUA . Wawancara, 16/072017
® Edi Muslimin, Peg. Kpenghuluan, Wawancara. 16/07/2017
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Setelah melakukan kursus pengantin, calon pengantin berhak
mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Dasar hukum
penyelenggaraan suscatin adalah peraturan direktur jendral dimasa islam
departemen agama Nomor: DJ.11/491 Tahun 2009. Kegiatan sucatin ini adalah
program yang diselenggarakan oleh BP4 (badan penasehat, pembinaan dan
pelestarian perkawinan) di Kecamatan Padang cermin Kabupaten pesawaran
yang dilaksakan sebulan dua kali yaitu pada tanggal 10 dan 20.°

Dalam program pembinaan keluarga sakinah disusun criteria umum
keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I,
keluarga sakinah 11, keluarga sakinah Ill, keluarga sakinah 11l plus. Keluarga
sakinah 11l dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-
masing daerah. ’

a. Keluarga pra sakinah

Keluarga pra sakinah yaitu keluarga yang dibentuk melalui
ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan
dasar spiritual dan material secara minimal, seperti keimanan, shalat,

zakat, fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

® Hamdi Mazwin, Kepala KUA . Wawancara, 17/07/2017
" Dokumentasi. Dikutip dari Progja. KUA Padang Cermin
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b. Keluarga sakinah I

Keluarga sakinah | vyaitu keluarga yang dibangun atas
perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual
dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi
kebutuhan social psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan,
bimbingan keagamaan, dalam keluarganya, mengikuti interaksi social
keagamaan dalam lingkungannya®..
c.Keluarga sakinah 11

sakinah Il yaitu Kkeluarga-keluarga yang dibangun atas
perkawinan yang syah disamping telah dapat memenuhi kebutuhan
kehidupannya juga mampu memahami pentingnya pelaksaan ajaran
agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu
mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tapi
belum mampu menghayati seta mengembangkan nilai-nilai keimanan,
ketagwaan dan akhlakul karimah , infaq,zakat, amal zariah, menabung
dan sebagainya.
d. Keluarga sakinah Il

Keluarga sakinah Il yaitu keluarga-keluarga yang dapat
memnuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketagwaan, akhlakul karimah,
sosial psikologis pengembngan keluarganya, tetapi belum mampu

menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

® Dokumentasi, Dikutip dari Progja KUA Padang Cermin
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e. Keluarga sakinah IlI plus

Keluarga sakinah 11l plus yaitu keluarga-keluarga yang telah
dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketagwaan, dan akhlakul
karimah secara sempurna dan kkebutuhan sosial psikologis dan

mengembangkan serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut
ditentukan tolak ukur umum masing-masing tingkatan dan dapat juga
dikembangkan sesuai kondisi daerah setempat. Untuk mencapai tujuan,

maka ditetapkan program pembinaan gerakan sakinah

Pada tahun 2006 jumlah peristiwa perkawinan di KUA kami 722, tahun
2010 ada 1029 dan jumbah rata-rata angka perkawinan setiap tahun nya
mencapai 1000 peristiwa lebih, kecuali pada tahun 2006. peristiwa
perkawinan di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran setiap
tahunnya mencapai 1000 lebih.’

Dari hasil berbagai pengamatan menunjukkan bahwa hal tersebut
disebabkan rendahnya pengetahuan calon pengantin tentang keluarga sakinah

sebelum memasuki jenjang perkawinan.

% Sri Rahayu, Peg. Tat Usaha. Wawancara. 16/07/2017
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c. Program BPIH (Badan Pelayanan Ibadah haji)

Selain program pernikah Kantor Urusan Agama juga memiliki rogra
pelayanan haji dan umroh,

Prosedur pendaftaran haji dan umroh:

1. Bank menerima setoran BPIH

Calin jamaah haji membuka rekening tabungan haji paada bank
penerima setoran biaya ibadah haji (BPS BPIH)

2. Puskesmas

Calon jamaah haji cekkesehatan dipuskesmas domisili untuk
memperoleh serat keterangan sehat dari dokter.

3. Kantor kementrian agama

Calon jamaah haji datang kekantor kementrian agama kabupaten/kota
dengan membawa:*

a. Surat keterangan sehat dari puskesmas

b. Foto copy KTP yang masih berlaku

c. Foto copy kartu keluarga

d. Foto copy izasah terahir atau akta kelahiran atau surat nikah, atau

surat keterangan domisili dari kecamatan.

» Kemenag ofline ( belum tersambung dengan sikohat)
1. Membawa foto 3x4 = 10 lembar

2. Mengisi SPPH

19 Dokumentasi, dikutip dari Progja KUA Padang Cermin
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» Kemenag online (sudah tersambung degan sikohat)
1. Melakukan foto langsung calon jamaah haji
2. Mengisi formulir pendaftaran dan pengambilan sidik jari
3. Menerima SPPH yang telah dicetak melalui sistem.
3. Bukti setoran BPIH
Caon jamaah haji melakukan setoran awal BPIH pada BPS BPIH
setelah BPS BPIH menstranfer setoran awal BPIH kerekening mentri
BPS BPIH sebanyak 5 rangkap, lembar pertama, ketiga, keempat dan
kelima diberikan kepada jamaah haji.
4. Kantor kementrian agama
Jamaah haji melaporkan dan menyerahkan lembar Kketiga,
keempat dan kelima bukti setoran awal BPIH kekantor kementrian
agama kabupaten/kota dan kantor wilayah kementrian provinsi bagi
jamaah haju hkusus.

5. Menunggu informasi pelunasan BPIH

Jamaah haji menunggu informasi pelunasan BPIH.

6. Bank menerima setoran BPIH
Jamaah haji dating ke BPS BPIH, untuk melakukan setoran
pelunasan BPIH dan mendapatakan bukti setoran pelunasan lembar

pertama, kedua dan ketiga.
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7. Besaran pelunasan BPIH sesuai dengan peraturan presiden tentang
BPIH tahu berjalan.
8. Kantor kementrian agama kabupaten/kota

Jamaah haji datang kekantor kementrian agama kabupaten/kota
untuk melaporkan dan menyerahkan lembar kedua dan ketiga bukti
setoran pelunasan BIH serta pas foto ukuran 3x4 sebanyak 21 lembar
dan 4x6 sebanyak dua lembar dengan latar belakang putih dan tampak
wajah 70% - 80%.
9. Mengikuti bimbingan manasik haji

Jamaah mendapatkan bimbingan manasik haji dari kantor
kementrian agama kabupaten/kota dan kantor Kecamatan selanjutnya

menunggu surat panggilan masuk asrama.

d. Pelayanan Talak cerai

Permasalah dalam rumah tangga sering terjadi untuk menjadi
bumbu dalam keharmonisan rumah tangga namun hal ini pula yang
menjadi awal permasalahan dalam rumah tangga atau faktorutama
pecahnya hubungan suami istri atau yang sering kita sebut dengan
perceraian.
Kantor urusan agama sebagai media pelayanan yang melayani

masyarakat dibidang agama acap kali menjadi

e. Program Rujuk
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Selain melayani pelayanan pernikahan, urusan haji semua KUA

termasuk kami KUA Padang Cermin pun melayani program Rujuk.

Yaitu program dimana ketika ada pasangan yang telah berpisah yang

ingin bersama kembali. KUA padang cermin siap melayani dengan baik

dan sesuai dengan peraturan Negara dan agama. **

Proses pencatatan rujuk adalah sebagai berikut:

Orang yang akan rujuk, harus dating bersama istinya ke Kantor Urusan
Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, dengan membawa dan
menyerahkan surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy KTP dan kartu keluarga (KK) masing-masing 1 ( satu )

lembar

2. Surat keterangan untuk rujuk dari kepala desa / lurah tempat

berdomisili (blanko mudel R1)

3. Akta cerai asli beserta lampiran putusan dari pengadilan agama.
Sebelum rujuk dicacat akan diperiksa terlebih dahulu :

- Apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk.

- Apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa iddah talak
raj’i

- Apakah perempuan yang akan dirujuk itu bekas istrinya

- Apakah ada persetujuan bekas istri.

' Edi Muslimin, Peg. Kepenghuluan. Wawancara, 16/072017
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f. Program pewakafan
Program wakaf ini memudahkan masyarakat dalam mengurusi berbgai

urusan yang berhubungan dengan masalah perwakafan, waris dan lainya.

B. MANAJEMEN PELAYANAN KANTOR URUSAN AGAMA
PADANG CERMIN, PESAWARAN

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan
sebagian tugas pemerintah dibidang adama islam. Lingkup kerja KUA adalah
berada diwilayah tingkah kecamatan, hal ini sebagai mana ketentuan pasal
satu (1) PMA NO 11 tahun 2007 tentang pencacatan nikah menyebutkan
bahwa kantor urusan agama Kecamatan yang selanjudnya disebut KUA
adalah instansi departemen agama yang bertugas melaksanakan sebagian
tugas kantor departemen agama kabupaten/kota dibidang urusan agama islam
dalam wilayah kecamatan.

Instusi Kantor Urusan Agama berdasarkan fakta sejarah sebenarnya
telah ada sejak jaman kerajaan dan penjajahan, hanya sebuatan istilah yang
berbeda. Istilah pmangku Kantor Urusan Agama ini pada masa kerajaan
mataram islam dikenal dengan isltilah reh-penghulon, yang memiliki otoritas
dalam menjalankan hukum islam dilingkungan kerajaan atau ppusat
pemerintahan dan sampai tingkat paling bawah yaitu kewedanaan atau

kecamatan.
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Kantor Urusan Agama berdasarkan keputusan mentri agama republic
Indonesia no 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah
departemen agama provinsi dan kantor departemen agama kabupaten/kota
pada pasal 11-14 tentang tugas bidang agama islam dilingkungan kantor
urusan agama memiliki otoritatif dalam memberikan pelayanan dan
bimbingan dibidang urusan agama islam. Adapun peran,fungsi, tugas dan
garapan kantor urusan agama dalam urusan agama islam adalah sebagai
berikut:

1. Memberi pelayanan dan bimbingan dibidang kepenghuluan dalam
hal pelayanan nikah dan rujuk bagi umat yang beragama islam

2. Memberi pelayanan dan bimbingan dibidang pengembangan
keluarga sakinah

3. Memberi pelayanan dibidang perwakafan. Peran kepala KUA
sebagai pejabat pembuat ikrar wakaf (PPAIW) memiliki peran
legitimate atas status harta benda yang diwakafkan sehingga terhindar
dari hal-hal yang tidak diharapkan

4. Memberi pelayanan dibidang jakat dan ibadah social

5. Memberi pelayanan dibidang perhajian

6. Member pelayanan dibidang penentuan arah kiblat dan penetapan
awal bulan hijriiah

7. Memberi pelayanan dibidang kemasjidan dan kehidupan beragama
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8. Memberi pelayanan, bimbingan, serta perlindungan konsumen

dibidang prduk halal dan kemitraan umat islam

9. Memberi pelayanan,bimbingan dan prakarsa dibidang ukhuwah

islamiyah, jalinan kemitraan, dan pemecahan masalah umat.

Adapaun dalam melaksakan tugasnya agar sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada kantor urusan agama
wilayah maka dari itu Kantor Urusan Agama Padang Cermin harus bisa
memanajemen pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar setiap
pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepusan kepada masyarakat?.

Adapaun manajemen yang digunakan oleh kantor urusan agama

Kecamatan padang cermin Kabupaten pesawaran adalah :

1. Perencanaan/ Planing

Dalam manajemen perencaan adalah sebagai patokan untuk
mempermudah manajer/kepala agar tercapainya sebuah tujuan, dan
mengembangkan rencana aktifitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan
proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencaan
fungsi-fungsi lain pengorganisasian dan pengontrolan tidak akan dapat
berjalan. Begitupun dengan proses perencanaan Yyang dilaksaka oleh kantor

urusan agama Kecamatan padang cermin.

12 Hamdi Mazwin, Kepala KUA. Wawancara. 17/07/2017



70

Dalam tugasnya sebagai pelayan publik tugas pelayanan yang
diberikan memiliki standar oprasional agar proses pelayan dapat dinilai dari
standar oprasional pegawai.

Sebelum merencanakan perlu diketahui apa saja kebutuhan yang harus
dipenuhi untuk pelayanan suscatin. Perencanaan yang dilakukan bertujuan
agar proses berjalannya pelayanan kursus pengantin diharapkan agar tidak ada
kendala apapun, dengan demikian perencanaan yang dilakukan harus
semaksimal mungkin dan agar dapat menacapai tujuan yang diharapkan.

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin biasanya
planning meliputi penyiapan berkas-berkas baik itu berkas perlayanan
pernikahan kemudian berkas-berkas biro perjalanan, berkas perwakafan dan
lainnya. Etelah penyiapan berkas kemudian pengecekan ulang apakah berkas-

berkas tersebut sesuai dengan standar prosedur yang ada.*?

2. Organisasi / organizing

Pengorganisasian dalam proses pelayanan dapat dirumuskan sebagai
rangkaian kegiatan menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi setiap
kegiatan dengan jalan menentukan, mengatur dan mengelompokkan pekerjaan
yang harus dilaksakana, serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan
kerja diantara satuan-satuan organisasi atau petugasnya untuk mencapai

tujuan.

¥ Hamdi Mazwin, Kepala KUA. Wawancara.17/07/2017
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Pengorganisasian tersebut mempunyai arti penting bagi proses
kegiatan, sebab dengan pengorganisasian maka rencana kegiatan akan
menjadi lenih mudah pelaksanan nya.

Pada setiap proses pengorganisasian, semua pengurus sudah ditentukan
pada setiap devisi masing-masing. Pengurus yang sudah ditentukan perdevisi
tentu sudah memiliki pengalaman vyang baik, kemampuan dalam
melaksanakan tanggung jawab, sempunyai loyalitas tinggi, dan bertanggung

jawab atas setiap tugas-tugasnya.

3. Aktualisasi/ actuating

Setelah rencana strategi disusun dan ditetapkan, begitu pula bagian
kerja sudah diatur, maka tindakan selanjutnya adalah merealisasikan rencana
yang telah ditetapkan. Sehingga apa yang menjadi tujuan pelayanan kantor
urusan agama padang cermin dapat tercapai dengan baik.

Fungsi manajemen tidak akan berjalan sebagai mana mestinya tanpa
adanya unsur penggerakan atau pengarahan, sebagai tindak lanjut dari proses
perencanaan, pengorganisasian, sampai proses penggerakan. Proses
penggerakan memiliki peran yang sangat penting sebab diantara fungsi
manajemen yang lain, fungsi penggerakan ini benghubungan langsung dengan
masyarakat atau pelaksana pelayanan public, dan fungsi penggerakan atau

pengarahan selalu berkaitan erat dengan perencanaan.
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Dalam implementasi di KUA Padang Cermin dalam pelayanan
pernikahan telah dijelaskan yakni ada yang secara langsung datang ke KUA
dan adapula KUA secara langsung mendatangi kediaman warga yang
melaksanaan pernikahan. Metode secara umum hamper sama dalam
implementasinya namun di KUA padang cermin biasanya setelah adanya
pengajuan berkas pernikahan kita adakan pelatihan di kantor KUA yang
secara rutin dilakukan pada setiap bulan dua kali yakni pada tanggal 10 dan
20. Hal ini dilakukan dalam rangka persiapan pra nikah maupun memberikan
wawasan mengenai pembinnaan keluarga. Semua ini ada dalam program kerja
KUA Padang Cermin Kab. Pesawaran.**

Dalam hal pelayanan dalam pernikahan semuanya baik dan lancar,
karena sebelum pernikahan kami diberi pelatihan terlebih dahulu baik materi
mengenai pra nikah maupun pasca nikah yakni bagaimana menjadikan
keluarga yang sakinah, mawahdah dan warahmah. Walaupun secara
keseluruhan belum semuanya bagus. Akan tetapi kami sebagai masyarakat
merasa puas dengan pelayanan yang ada di KUA Padang Cermin ini.*

4. Pengawasan (controlling)

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, untuk mengetahui berhasil atau

tidaknya suatu tujuan yang ingin dicapai, perlu adanya pengawasan atau

¥ Hamdi Mazwin, Kepala KUA. Wawancara.17/07/2017

1> Etik. Warga. Wawancara. 17/7/2017
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evaluasi, karena walaupun perencanaan, pengorganisasian penggerakannya
baik, tetapi apabila pelaksaan kerja tidak teratur, maka tujuan yang telah

ditetapkan tidak akan tercapai.

Dalam proses pengawasan atau evaluasi dilakukan oleh Ketua Kantor
Urusan Agama Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Dan dilaksanakan
setelah kegiatan pelayanan berjalan, evaluasi ini berupa rapat panitia yang
bertujuan guna mengoreksi kegiatan pelayanan kantor urusan agama
mengenai efektifitas, efisien dan segala kekurangan dalam pelayanan panitia

selama proses pelaksanaan pelayanan.

Proses evaluasi tidak terpaku hanya pada aktualilsasi namun mulai
dari perencanaan dan lainya. Yang termasuk dalam rangkaian kegiatan dari
awal sampai akhir termasuk para Sumber Daya yang ada dan sarana dan

prasarana.
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! Dokumentasi, dikutip dari Struktur KUA Padang Cermin
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BAB IV

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN
PESAWARAN

A. Menejemen Pelayanan Publik Kantor Urusan Agama Padag Cermin

Pasawaran

Kantor urusan agama padang cermin kaputen pesawaran merupakan
lembaga pemerintah yang berdiri dibidang keagamaan khususnya di Way
Ratai Dan Teluk Pandan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.
Sebagai kantor urusan agama yang depercaya masyarakat. Kantor urusan
agama kevamatan padang cermin Kabupaten pesawaran mempunyai sasaran
kerja yang ingin dicapai yaitu salah satunya meningkatkan pelayanan dalam

program yang dimiliki oleh kantor urusan agama Kecamatan padang cermin.

Dalam meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat sekitar
Kecamatan Padang Cermin maka panitia atau pelaksana dan juga pengurus
kantor urusan agama Kecamatan padang cermin melaksanakan kusus
pengantin guna untuk mengurangi tingkat percerai dalam rumah tangga yang
ada pada masyarakat sekitar, maka dari itu pemerintah kantor urusan agama

menerepkan konsep perencanaan guna memberikan pembinaan pelayanan dan
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perlindungan yang sebaik-baiknya agar penyelenggara binaan kursus

pengantin dapat berjalan dengan lancar.

Sebagai lembaga pemerintah yang dibawah kepengawasan pemerintah
pusat atau operator Negara yang berangotakan petugas petugas yang telah
ditugaskan untuk menjalankan pelayanan maka diwajibkan untuk mengetahui
ilmu dan teori manajemen dan dalam pelayanan panitia penyelenggara
pelayanan di kantor urusan agama secara langsung menerapkan fungsi-fungsi
manajemen yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),
penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling) untuk menunjang
keberhasilan yang ingin dicapai terutama dalam suscatin. Berikut penerapan
fungsi manajemen dalam Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Padang Cermin.

Perencanaan (Planning)

Dalam perencanaan memungkinkan dipilihnya tindakan-tindakan yang
tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang benar-benar dihadapi pada saat
itu. Dengan perencaan pula dapat memudahkan pimpinan (koordinator) dalam
melakukan pengawasan dan penilaian terhadap jalan nya pelayanan kursus
pengantin pada kantor urusan agama padang cermin. Perencanaan dilakukan
agar pelayanan suscatin dapat berjalan dengan baik dan calon pengantin dapat
merasakan kenyamanan dan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan atau

dilakukan oleh Petugas Kantor Urusan Agama Padang Cermin. Pelayanan
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pada perencanaan ini meliputi pengumpulan data calon pengantin dan

pemeriksaan data-data apakah sudah lengkap dan sesuai.

. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian sangat berperan aktif dalam majemen pelayanan
sebab suatu program tidak kan berjalan dengan baik apabila pembagian tugas
tidak sesuai dengan apa yang yang seharusnya dikerjakan, oleh karena itu
pengorganisasian sangat dibutuhkan dan harus sesuai dengan bidang nya
masing-masing.

Sepertihal nya dengan memberi pelayanan kursus pengantin yang
dilaksanakan oleh kantor urusan agama padang cermin yang hingga sekarang
tetap berjaalan dengan lancar karena adanya proses pembagian tugas yang
baik dan dikuasai oleh petugas yang telah berpengalaman dalam bidang
kursus pengantin.

Pengorganisasian disini adalah masuk dalam proses setelah
manajemen planning. Proses disini meliputi pengelompokan berkas maupun
petugas yang akan menjadi pelayan pernikahan. Organizing disini adalah
pengecekan ulang berkas ataupun persiapan finish terakhir sebelum

pernikahan dilaksanakan.
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a. Pelayanan suscatin

Pelaksanaan suscati atau yang sering kita kenal dengan kursus
pengantin di kantor urusan agama padang cermin dilaksanakan satu
minggu dua kali, pelaksaan kursus pengantin sendiri dilaksanakan di
kantor urusan agama padang cermin sendiri, pelaksaan kurusus
pengantin dijadwalkan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan
bertujuan untuk mengurangi angka perceraian sekaligus memberikan
wawasan untuk calon pengantin agara dapat terciptanya keluarga
sakinah.

Dengan adanya pelayanan ini tujuanya agar para calon pengantin
meamahami dan mengerti secara keseluruhan proses pernikahan.
Mulai dari persiapan samapai dengan pelaksanaan. Tidak hanya itu
diharapkan para pengantin dapat menjadi keluarga yang sakinah,

mawahdah dan warahmah.

3. Penggerakan (actuating)
a. Pelayanan pernikahan
Penggerakan dalam pelayanan pernikahan di kantor urusan agama
padang cermin yang dilaksakan oleh para petusan kantor urusan agama
kepada masyarakat telah berjalan dengan baik hal ini disebabkan karena
aadanya hubungan timbale balik antara petugas pelayaanan kantor urusan

agama dengan masyarakat yang diberi pelayanan.
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Hal ini lah yang menjadi aacuan setiap pelaksanaan pelayanan.
Kepuasan yang diberikan kepaada masyarakat adalah jutuan utamaa
kantor urusan agama dalam melayani dalam bidang pernikahaan dan
masyaaraakat dapat mempercayai dengan maksimal.

Dalam program pembinaan keluarga sakinah disusun criteria umum
keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I,
keluarga sakinah 11, keluarga sakinah Ill, keluarga sakinah Il plus. Keluarga
sakinah 11l dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-
masing daerah.

a.Keluarga pra sakinah

Keluarga pra sakinah yaitu keluarga yang dibentuk melalui
ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan
dasar spiritual dan material secara minimal, seperti keimanan, shalat,
zakat, fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

b. Keluarga sakinah I

Keluarga sakinah | vyaitu keluarga yang dibangun atas
perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual
dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi
kebutuhan social psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan,
bimbingan keagamaan, dalam keluarganya, mengikuti interaksi social

keagamaan dalam lingkungannya.
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c. Keluarga sakinah Il

sakinah Il yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas
perkawinan yang syah disamping telah dapat memenuhi kebutuhan
kehidupannya juga mampu memahami pentingnya pelaksaan ajaran
agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu
mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tapi
belum mampu menghayati seta mengembangkan nilai-nilai keimanan,
ketagwaan dan akhlakul karimah , infaq,zakat, amal zariah, menabung
dan sebagainya.
d. Keluarga sakinah Il

Keluarga sakinah Il yaitu keluarga-keluarga yang dapat
memnuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketagwaan, akhlakul karimah,
sosial psikologis pengembngan keluarganya, tetapi belum mampu
menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
e. Keluarga sakinah Il plus

Keluarga sakinah Ill plus yaitu keluarga-keluarga yang telah
dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketagwaan, dan akhlakul
karimah secara sempurna dan kkebutuhan sosial psikologis dan

mengembangkan serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut

ditentukan tolak ukur umum masing-masing tingkatan dan dapat juga
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dikembangkan sesuai kondisi daerah setempat. Untuk mencapai tujuan,

maka ditetapkan program pembinaan gerakan sakinah

Dalam pelayanan perniakahan menggunakan metode sosialisasi
atau undangan dan kemudian mengadakan pelatihan yang telah
terjadawal dalam program kerja. Pada setiap bulannya KUA Padang
Cermin melakukan pelatihan kursus pengantin bagi para calon pengantin
untuk diberikan materi mengenai pra nikah maupun pasca nikah
mengenai pembinaan keluarga. Ini dilakukan pada setiap bulan di

tanggal 10 dan 20.

4. Pengawasan ( controlling)
Dalam proses pengawasan atau evaluasi dilakukan oleh Ketua
Kantor Urusan Agama Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Dan
dilaksanakan setelah kegiatan pelayanan berjalan, evaluasi ini berupa rapat
panitia yang bertujuan guna mengoreksi kegiatan pelayanan kantor urusan
agama mengenai efektifitas, efisien dan segala kekurangan dalam

pelayanan panitia selama proses pelaksanaan pelayanan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian dan pembahasan mengenai Manajemen
Pelayanan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten
Pesawaran dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksaan pelayanan publik di
kantor urusan agama padang cermin menggunakan Fungsi manajemen mulai
dari planning, Orgaizing, actuating maupun controling dan sudah berjalan
sesuai aturan yang berlaku, kecuali dalam hal pelaksaan konseling perkawinan
belum dilaksakan secara optimal.

Penghulu atau pembantu penghulu serta pegawai pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Padang Cermin secara umum telah mengembangkan peran
sesuai dengan fungsi yang dimiliki, tetapi dalam hal pelayanan kursus
pengantin perlu ditingkatkan, hal ini bukan berarti kantor urusan agama tidak
melaksanakan seebagimana fungsinya, namun kekurangan ini lebih
disebabkan kurangnya keterlibatan dinas dan instansi lain seperti MUI,
PUSKESMAS, BKKBN, dan PKK.

Artinya bahwa manajemen pelayanan sudah berjalan dengan baik dan
telah menerapkan pola manajemen yang baik terutama dalam pelayanan
pernikahan walaupun belum secara maksimal mengingat masih ada hal-hal

dan faktor yang mesti dan harus di perbaiki. Fungsi manajemen yang dipakai



82

mulai dari planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian ,
actuating ataupun actualisasi di lapangan dan pengawasan atau kontrolling.
Sehingga pelayanan pernikahan yang telah diberikan kepada masyarakat
berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
SARAN

Walaupun secara sistem pelayanan telah berjalan dengan baik dengan
penerapan pola manajemen yang ada pada KUA Kecamatan Padang Cermin,
namun masih ada banyak hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Menurut
penulis sedikit menyarankan agar dalam penerapan pola manajemen yang ada
dibarengi dengan SDM yang mumpuni baik secara pengalaman dan juga
keilmuan serta menambah kuantitas SDM nya. Terus menjalin kerja sama
dengan masyarakat agar terjaga dengan baik sehingga setiap pelayanan
ataupun kegiatan yang ada berjalan sesuai dengan apa yang diaharapakan oleh

masyarakat.
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